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HALMAHERABUPATI BARAT

KTPUTUSAIS BUPATI IIAI"MAHTRA BARAT
IUOMOR t LZO I l{Ws lvlrl I 2025

TE1TTAITG
PEIUBEITTUI(AIT SATUAIY TUGAS PERCEPATAIS SERTIFIKASI ASET DAERAII

PEMERIITTAH I(ABIIPATTIT HATMAIITRA BARAT

BUPATI HALMAIIERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penertiban, pengama-narr, dan percepatan sertifikasi
asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Hahr.ahera Barat diperlukan
langkah koordinasi terpadu antar perangkat daerah dan instansi terkait,
maka untuk kelancaran pelaksanaan percepatan serlifikasi asset tanah,
perlu dibentuk Satuan T[gas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurrrf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan
Satuan Tugas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat iI Daiam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
menjadi Undang-undang; (kmbaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80,
Tambahanlembaran Negara Nomor 16a5);

2. Undang-undangNomor 5 Tahun L96O tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;

3. Undang-undangNomor 1 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timurdan Kota TidoreKepulauan di Provinsi
Maluku Utara (kmbaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 2L,
Tambahankmbaran Negara Nomor a'26a);

4. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undangNomor 1 Tahun '2AA4 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan atasUndang-

undangNomor 72 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 'fahwn 2OL4 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}lun 2O2O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;
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l4.PeraturanBupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2l tentang
Perubahanatas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun '24rc
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Hasil Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pemantauan
Sertifikasi Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun'2A'25.

2. Hasil monitoring MCP Komisi PemLrerantasan Korupsi Pengelolaan
Barang Milik Daerah berupa tanah Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

lEenetapkan

KESA?U Membentuk Satuan Tugas Percepatan Sertifikasi Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten HaLmahera Barat dengan susunan Satuan
Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Satuan Tugas Percepatan Serlifkat Aset Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset tanah miiik Pemerintah

Kabupaten Halbar.
2. Menyusun dan mengajukan daftar bidang tanah yang akan

diserti{ikasi.
3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kantor Pertanahan (BPNi

Halbar dalam pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat aset"
4. Menyusun timeline legalisasi 334 bidang tanah sampai tahun 2029.
5. Mengkoordinasikan dukungan anggaran dan sumber daya dari

perangkat daerah terkait.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada

Bupati
7. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK} sesuai mekanisme pemantauan.

KEDUA

KETIGA Segala biaya yang akan timbui sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat
dan sumber iain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT Keputusan ini mul;ai herlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jallolo
Pada tanggal :'29 s 2025

Ass Bid Adminisffasi Umum

BUPATI BA,RAT
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Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Anggota

LAIYIPIRAIT : KTPUTTISAIY BUPATI HALMAIITRA BARA'I
IIoMoR : I.ZOlIf.PT$lvtlUzOz5
TAIIGGAL : 29 AGUSTIIS 2025

TENTAIIIG : PEIUIBEITTUI{AII SATUAIT TUGAS PERCEPATAIT SERfiFIKASI ASET
DATRA}I PEMERIITTAII I{ABUPATEIT HALUAIIERA BARAT

Pengarah : Bupati Halmahera Barat
Penanggungjawab : Wakil Bupati Halmahera Barat

Sekretaris Daerah Kab. Halbar
Para Asisten Setda Kab. Halbar
Kepala BKAD Kab. Halbar
Kabag Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar

1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halbar
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halbar
3. Kepala Dinas Peker;'aan Umum dan Penataan Ruang Kab. Haibar
4. Kepaia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
7. Kepala Bidang Aset BKAD Kab. Halbar
8. Kepaia Seksi Bidang Aset BKAD Kab. Halbar
9. Kepaia Sub Bagian Otda dan Pertanahan Bagian Tapem Setda Kab. Halbar
10. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
11. Kepaia Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
12" Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
13. Sekretaris Kecamatal se-Kabupaten Halmahera Barat
14. Kepala Desa lokasi aset tanatr pemda
15. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Kab.

BUPATI BARAT

Ass Bid Administrasi Umum


